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ABSTRACT. This research aims to describe and analyze P2TP2A Protection for the Rights of Children Victims 
of Abuse Seen from a Human Rights Perspective and to analyze the factors inhibiting P2TP2A Protection for the 
Rights of Children Victims of Abuse Seen from a Human Rights Perspective. The method of this research is 
empirical. The results of the research show that P2TP2A Protection of the Rights of Children Victims of Abuse 
Seen from a Human Rights Perspective in Gorontalo Regency is carried out through 4 (four) aspects, namely: (1) 
the role of the juridical aspect, (2) the role of the legal aspect. Psychological, (3) the role of the medical aspect, 
(4) the role of the mentoring aspect in curative and rehabilitative programs. The inhibiting factors consist of 2 
(two), namely: (1) internal factors, including financial resources, human resources, unavailability of counselors 
and legal assistance, (2) external obstacles, including: people who do not understand the importance of protecting 
children’s rights , attitudes of victims and victims’ families, perceptions of victims’ families. 
 
Keywords: P2TP2A Protection, Persecution, Human Rights 
 
ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis Perlindungan P2TP2A Terhadap 
Hak Anak Korban Penganiayaan Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia serta menganalisis faktor 
penghambat Perlindungan P2TP2A Terhadap Hak Anak Korban Penganiayaan Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi 
Manusia. Motede penelitian ini adalah empiris.Hasil penelitian menunjukan bahwa Perlindungan P2TP2A 
Terhadap Hak Anak Korban Penganiayaan Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia di Kabupaten Gorontalo 
dilakukan melalui 4 (empat) aspek, yaitu: (1) peranan dari aspek yuridis, (2) peranan dari aspek psikologis, (3) 
peranan dari aspek medis, (4) peranan dari aspek pendampingan dalam program kuratif dan rehabilitatif. Faktor 
penghambat terdiri atas 2 (dua), yaitu: (1) faktor internal, meliputi sumber dana, sumber daya manusia, belum 
tersedianya konselor dan pendamping hukum, (2) kendala eksternal, meliputi: masyarakat yang kurang memahami 
pentingnya perlindungan hak-hak anak, sikap dari korban dan keluarga korban, persepsi dari keluarga korban.  
 
Kata Kunci: Perlindungan P2TP2A, Penganiayaan, HAM 
 

PENDAHULUAN 

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) berisikan pandangan bangsa Indonesia 

tentang negara sebagai kebulatan hidup yang integral.  Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 

yang mencakup pembangunan materi hukum, aparatur hukum serta sarana dan prasarana 
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hukum dalam rangka pembangunan negara hukum, untuk menciptakan kehidupan masyarakat 

yang aman dan tenteram. Posisi Pancasila dalam hal ini menjadikan pedoman dan arah bagi 

setiap bangsa Indonesia dalam menyusun dan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia 

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku, agama dan 

budaya. Kemajemukan merupakan suatu potensi dalam pembangunan nasional, namun disisi 

lain kemajemukan tersebut dapat menjadi ancaman bagi terselenggaranya pembangunan 

nasional apabila segenap potensi tersebut tidak bisa diberdayakan partisipasinya dalam 

pembangunan. 

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke-4 disebutkan: “...melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...” Redaksi kalimat melindungi segenap bangsa 

Indonesia di atas menunjukkan, bahwa negara turut bertanggung jawab dalam upaya 

mengangkat harkat dan martabat manusia yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia (yang selanjutnya disebut dengan HAM). 

Gagasan itu telah terimplementasikan dalam perubahan kedua pada Undang-undang 

Dasar 1945 tentang HAM dan dalam konteks demikian prinsip perlindungan hukum bagi 

rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan 

dan perlindungan terhadap HAM. 

Hak-hak tentang anak merupakan salah satu issu-issu Hak Asasi Manusia (HAM) yang 

memiliki tempat yang urgen sekaligus perhatian di dunia internasional termasuk Indonesia. 

Sudah sewajarnya problem seputar kehidupan anak menjadi perhatian khusus pemerintah dan 

masyarakat Indonesia. Sangat banyak saat ini kondisi ideal yang dibutuhkan guna melindunngi 

hak-hak anak Indonesia, tapi sayangnya kondisi ini tidak mampu diwujudkan oleh negara 

dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya 

disebut dengan UU PA), yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain 

persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak 

dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban 

kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata.  

Anak adalah anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa baik itu seorang 

laki-laki ataupun seorang perempuan. Anak merupakan penerus masa depan bangsa yang akan 

menjadi aset utama negara untuk mencapai kesejahteraan di masa depan. Oleh karena itu, sudah 

sepantasnya anak mendapatkan perlakuan yang baik dengan cara dirawat, dididik, dijaga dan 

dililindungi oleh negara sebagaimana dijelaskan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 



 
e-ISSN: 2963-7651; p-ISSN: 2963-8704, Hal 76-99 

 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 20 dijelaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, Masyarakat, keluarga, serta Orang Tua atau Wali berkewajiban serta bertanggung 

jawab dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. 

Pemerintah pada tahun 2009 telah membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (KPPPA), tujuannya tidak lain untuk menangani kekerasan terhadap 

perempuan maupun anak. Dalam perkembangannya, dari sinilah kemudian KPPPA 

membentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak (UPT P2TP2A) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan 

Pusat Pelayanan Terpadu. 

Lahirnya regulasi itu mengatur bahwa masing-masing daerah kabupaten/kota 

mempunyai kewajiban membentuk lembaga P2TP2A. Tanggung jawab dan kewajiban dalam 

memberikan perlindungan dan melaksanakan pencegahan serta penindakan pelaku terhadap 

perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tugas bersama dimulai dari orang tua, 

keluarga, masyarakat hingga negara. 

Kekerasan merupakan segala perbuatan yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan 

ataupun penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual ataupun tindakan penelantaran begitupun 

tindakan ancaman yang memaksa untuk melakukan suatu perbuatan, segala pemaksaan, 

ataupun perampasan kemerdekaan yang melawan hukum. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan calon peneliti di SMP Negeri 1 Limboto 

terdapat kasus kekerasan yang mengakibatkan salah seorang anak menjadi korban dan hingga 

saat ini peristiwa tersebut tidak memiliki hasil akhir yang jelas dari sisi penegakan hukum, 

sementara pihak keluarga korban telah melaporkan peristiwa tindak pidana yang dialami salah 

satu pelajar di SMP Negeri 1 Limboto ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak P2TP2A Limboto Kabupaten Gorontalo.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang 

telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 

melibatkan kewajiban semua pihak dalam rangka guna memberikan perlindungan kepada anak 

berdasarkan asas-asas yang disebutkan dalam ketentua Pasal 2, sebagaimana berikut ini:  

a. Non diskriminasi;  

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;  

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan  

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.  
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Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja 

menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal 

ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan anak yang menjadi korban adalah 

dengan memberikan pendampingan kepada anak. Pendampingan ini bertujuan untuk 

memberikan bantuan kepada korban dalam suatu kasus pidana sebagai upaya penyelesaian 

suatu permasalahan hukum ataupun sebagai upaya pemulihan terhadap korban.  

Dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh tenaga profesional sebagaimana 

diatur oleh undang-undang diharapkan bisa membantu anak agar dapat pulih dari masa 

kelamnya sehingga mampu untuk kembali menjalani aktifitas kehidupanya sebagaimana anak-

anak pada umumnya. 

Salah satu hak terhadap anak yang menjadi korban kekerasan adalah hak untuk 

mendapatkan pendampingan hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak Pasal 69A huruf d disebutkan : 

“Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya 

pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari 

penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan“. 

Pendampingan hukum adalah upaya yang dilakukan pendamping dalam rangka 

mendampingi klien menjalani proses hukum mulai dari pelaporan, pendaftaran, persidangan, 

serta putusan atau damai. Tujuan pemberian pendampingan hukum terhadap anak korban 

kekerasan adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan korban dan menganalisa kasus apakah 

harus diselesaikan melalui jalur non litigasi atau jalur litigasi, dan untuk mendampingi korban 

dalam proses hukum, melakukan konsultasi hukum dan menyelesaikan kasus secara hukum 

baik sebagai pendamping maupun kuasa hukum di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. 

Salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi pendampingan ini tidak lain adalah 

lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2) tepatnya di 

Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo yang menjadi salah satu lembaga yang menangani 

kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Lembaga ini juga melaksanakan 

fungsi pendampingan kepada korban kekerasan. 

Idealnya kasus kekerasan harus diselesaikan sampai tahap akhir agar pelaku 

mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya, sehingga anak yang menjadi korban 

tersebut bisa merasakan aman, tidak menimbulkan trauma atau ketakutan dan mendapatkan 

keadilan atas apa yang terjadi. Dapat diketahui bahwa kasus kekerasan merupakan kasus yang 

termasuk ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. 
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Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud untuk mengkaji lebih jauh terkait proses 

dan tahapan perlindungan hak-hak korban dengan formulasi judul penelitian yakni : 

“PERLINDUNGAN P2TP2A TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI KORBAN 

PENGANIAYAAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Umum terhadap Perlindungan Anak 

Upaya yang memberikan rasa takut terhadap anak salah satunya ketika anak itu 

mengalami kekerasan yang tentu dapat merusak serta membahayakan baik fisik dan mentalitas 

anak. Anak yang menjadi korban kekerasan tentu menderita kerugian, tidak saja bersifat 

material, tetapi juga inmaterial sebagai contohnya adalah kegoncangan jiwa dan emosional 

serta psikologis yang tentu mempengaruhi masa depan anak dan kehidupanya. 

Beberapa peraturan perundang-undangan telah ditetapkan pasal-pasal yang secara 

khusus mengatur tentang perlindungan anak, diantaranya adalah: 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 20l6 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

Undang. 

b. Undang-Undang HAM Nomor 39/1999. 

Berdasarkan Undang-Undang HAM Nomor 39/1999 dimana anak yang diberikan 

perlindungan ditemukan terdapat pada konsturksi Pasal 65 sebagaimana berikut ini: Upaya 

memperoleh perlindungan dari kegiatan ekspoloitasi dan pelecehan seksual; berhak dimiliki 

setiap anak, termasuk melindungi mereka dari perdagangan, perlindungan dari berbagai bentuk 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya. 

Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut delictum atau delicta, dalam bahasa 

inggris dan jerman disebut delict, dalam bahasa prancis disebut delit, yang diartikan sebagai 

suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-

undang tindak pidana. Sementara dalam bahasa belanda tindak pidana dikenal dengan istilah 

Strafbaarfeit yang terdiri dari 3 unsur kata. Yaitu, straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai 

pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan feit diartikan sebagai 

tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. 
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Teguh Prasetyo merumuskan pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang oleh 

aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain 

perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang berifat pasif. Tindak pidana atau dalam 

kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik. Dalam artian tindak 

pidana atau delik adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang apa saja yang dilarang dan 

yang di perbolehkan di dalam tindak pidana dan juga mengatur tentang apa hukuman yang 

dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang melanggarnya.  

Beberapa pandangan para ahli tentang pengertian tindak pidana di atas dapat dijelaskan 

bahwa delik atau tindak pidana dapat didefenisikan sebagai perbuatan yang  di larang yang 

dimana apa bila seseorang melakukannya maka dia akan mendapat hukuman dari 

perbuatannya. Mulai dari hukuman terringan hingga hukuman yang sangat berat, dan 

berdasarkan sifat dari ancaman tersebut yang menjadi subyek dari tindak pidana adalah 

manusia dan atau badan hukum yang bertindak seperti kedudukan manusia. 

Pengertian Hak Asasi Manusia 

Lusiana Margaleth Tijow ketika mendefinisikan soal HAM dalam tulisannya 

mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah suatu deklarasi yang dirumuskan oleh PBB 

pada tahun 1946, dimana pernyataan ini meliputi perlindungan terhadap hak-hak asasi dan 

kemerdekaan. Deklarasi ini berisi kebebasan yang fundamental untuk setiap orang baik laki-

laki dan perempuan tanpa adanya diskriminasi. Pada hakekatnya HAM telah ada sejak seorang 

manusia ketika ada dalam kandungan ibunya sampai dengan lahir serta sepanjang hidupnya 

hingga ia meninggal dunia.Hak asasi manusia lahir bersama dengan manusia. Artinya, hak 

asasi manusia timbul sejak adanya manusia.  

Berdasarkan beberapa ahli dapat dikatakan, bahwa hak asasi manusia merupakan hak 

dasar yang melekat pada manusia, baik secara kodrati maupun universal yang eksistensinya 

dikaitkan dengan adanya hak hidup, keselamatan, kemerdekaan, kesejahteraan, keadilan, di 

mana hak tersebut tidak boleh di ganggu gugat. Selain memiliki hak dasar tersebut juga 

memiliki hak dan kewajiban yang harus sama-sama dijalankan sebagai umat manusia. 

 Tinjaun Umum tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) 

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten 

Gorontalo adalah sebuah Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk perlindungan perempuan dan 

anak yang berada di Kabupaten Gorontalo. Merupakan salah satu bentuk wahana pelayan bagi 

perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi, kebutuhan perlindungan dan 

penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.  
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Sebagaimana PERDA Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2018, dimana dalam 

memberikan layanan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak 

(P2TP2A) menerapkan prinsip yang menjadi pedoman dalam memberikan layanan kepada 

perempuan dan anak korban kekerasan yaitu:Mudah, nyaman, dan menjadi keselamatan korban 

dan saksi;Peka dan empati;Terpadu dan berkelanjutan;Berkeadilan;Ada jaminan kepastian 

hukum. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 Seperti biasanya dalam penelitian hukum dikenal beberapa pendekatan atau metode, 

namun sebelum diuraikan pendeatan-pendekatan pada penelitian ilmu hukum, penulis akan 

menjelaskan jenis penelitian berdasarkan pendapat para ahli, diantaranya yang dikemukakan 

Peter Mahmud Marzuki yang menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan 

know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, 

penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah 

dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, 

menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah 

tersebut. 

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan interaksional. Interaksional adalah pendekatan 

yang menekankan pada komunikasi dua arah, baik penulis maupun narasumber yang 

diwawancarai. Sementara analisis kualitatif sebagaimana pandangan Burhan Ashshofa, bahwa: 

Metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-

kasus terbatas, kasuistis sifatnya, namun mendalam, total  menyeluruh, dalam arti tidak 

mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang 

eksekutif (disebut variable). Dalam hubungan ini metode kualitatif juga dikembangkan untuk 

mengungkapkan gejala-gejala kehidupan masyarakata itu sendiri dan diberi kondisi mereka 

tanpa diintervensi oleh peneliti/naturlistik. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Perlindungan P2TP2A Terhadap hak anak sebagai korban penganiayaan ditinjau 

dari perspektif hak asasi manusia 

4.1.1 Hak Anak Sebagai Korban 

Kasu ls pelnganiayaan te lrhadap pelrelmpulan dan anak culkulp tinggi di Provinsi Gorontalo. 

Selminggu l, bisa melncapai elmpat kali kasuls. Artinya dalam selbullan seldikitnya ada 16 kasuls 

pelnganiayaan yang dialami olelh para pelrelmpulan dan anak. Be lrdasarkan pelnellulsulran data 

telrkait pelnganiayaan te lrhadap pelrelmpulan dan anak mellaluli situls GPAS.ID.GORONTALO 

dipelrolelh bahwa Kapolda Gorontalo Irjeln Pol. Dr. Akhmad Wiyaguls, SIK, M.Si,MM dalam 

melmbulka sosialisasi “Stop Pe lnganiayaan Telrhadap Pelrelmpulan dan Anak yang 

disellelnggarakan olelh Direlktorat Pelmbinaan Masyarakat Pada Se lnin (13/6/2022) di Hotell 

Grand Q, Kota Gorontalo melngelmulkakan bahwa pelnganiayaan te lrhadap pelrelmpulan dan anak 

melnjadi selsulatul yang selriuls. selhingga sosialisasi pelrlul dilaksanakan. 

Jelndral Bintang Dula telrselbult iku lt nelnelgaskan telntang konselkulelnsi hu lkulm yang bakal 

dibelrikan telrhadap pellakul pelnganiayaan. Apalagi melnyangkult pelnganiayaan selksulal.  

“Felnomelna pelnganiayaan telrhadap pelrelmpulan dan anak ini selpelrti felnomelna gulnulng 

els. Banyak kasu ls yang tidak telrulngkap”. 

Belrdasarkan hal itu l, Akhmad Wiyaguls melminta agar korban tidak pelrlul malul dan ragu l 

ulntulk mellaporkan kasuls yang ia alami.  

“Jangan malul ulntulk mellapor agar kita bisa lalulkan mitigasi. Institulsi kelpolisian akan 

melnelgakkan hulkulm dan belrlakul bagi siapa saja”. 

Kabu lpateln Gorontalo melrulpakan salah satu l daelrah yang melmiliki pelrmasalahan anak 

yang culkulp tinggi seltiap tahulnnya.  

Tingginya angka pelnganiayaan te lrhadap anak ini telrulngkap seltellah dilaksanakannya 

wawancara langsu lng delngan stakelholdelrs telrkait, dimana dikeltahuli bahwa masih tingginya 

kasuls pelnganiayaan te lrhadap anak di Provinsi Gorontalo khulsulsnya Kabulpateln Gorontalo 

delngan julmlah 26 kasuls dan 20 kasuls di Kota Gorontalo dari Janulari hingga Julni 2022. 

Mayoritas pelnganiayaan yang telrjadi adalah pelnganiayaan selksulal telrhadap anak. 

Pelnganiayaan telrhadap anak adalah pelnganiayaan yang korbannya adalah anak yang 

ulmulmnya telrjadi di dalam lingkulngan rulmah tangga, bahkan lingkulngan pelndidikan dimana 

lelmbaga pelndidikan melrulpakan su latul wadah yang belrgulna ulntulk melmbina anak-anak, 

melmbawa kel arah masa delpan anak-anak yang lelbih baik. Seltiap orang yang belrada pada 

wadah telrselbult akan me lngalami pelrulbahan dan pelrkelmbangan me lnulrult warna dan corak 

institulsi telrselbult. 
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Selbagaimana hasil pelnellitian yang dipelrolelh pelnullis bahwa tellah telrjadi di SMP Nelgelri 

1 Limboto kasu ls pelnganiayaan yang me lngakibatkan salah selorang anak melnjadi korban, 

selhingga pihak kellularga korban tellah mellaporkan pelristiwa tindak pidana yang dialami salah 

satul pellajar di SMP Nelgelri 1 Limboto kel Pu lsat Pellayanan Telrpadu l Pelmbelrdayaan Pe lrelmpulan 

dan Anak P2TP2A Limboto Kabu lpateln Gorontalo. 

Pelristiwa pelnganiayaan yang dialami olelh anak dilingkulngan pulsat pelndidikan telrselbult 

sulnggulh ironis delngan culkulp melmadainya pelratulran pelrulndang-ulndangan yang melngatulr 

telntang pelrlindulngan, kelpelntingan dan hak asasi anak. Disamping itu l, pelnganiayaan telrhadap 

anak lelbih banyak dipicul olelh masalah selpellel yang selsulnggulhnya diselbabkan karelna tidak 

belrtanggulng jawabnya orang tula telrhadap pelndidikan, pelrkelmbangan dan kelbultulhan anak. 

Di satul sisi, anak melmbultulhkan belrbagai kelpelrlulan baik ulntulk kelpelntingan selkolah 

maulpuln ulntulk pelngelmbangan dirinya dan di sisi lain orang tula dalam keladaan kulrang mampul 

dari selgi elkonomi.  

Pasal 1 bultir a Ulndang-Ulndang Nomor 23 Tahuln 2002 telntang Pelrlindulngan Anak, 

melnye lbultkan anak adalah selselorang yang bellulm belrulsia 18 (dellapan bellas) tahuln, telrmasulk 

anak yang masih dalam kandulngan. Seldangkan Pasal 1 bu ltir 5 Ulndang-Ulndang Nomor 39 

Tahuln 1999 telntang Hak Asasi Manulsia melndelfelnisikan anak adalah seltiap manulsia yang 

belrulsia di bawah 18 (dellapan bellas) tahu ln dan bellulm melnikah, telrmasulk anak yang masih 

dalam kandulngan apabila hak telrselbult adalah delmi kelpelntingannya. Pada hakelkatnya anak 

melrulpakan amanah Allah Sulbhanahul Wataala, yang selnantiasa haruls kita jaga karelna dalam 

dirinya mellelkat harkat, martabat, dan hak-hak selbagai manulsia yang haruls dijulnjulng tinggi. 

Belrdasarkan keltelntulan telrselbult, maka selbagai golongan relntan selharulsnya anak-anak 

lelbih dilindulngi di dalam masyarakat namuln yang telrjadi melrelka dijadikan korban produlktif 

bagi para pellakul pelnyimpangan yang biasanya dilakulkan olelh orang orang di selkitar korban 

karelna pellulangnya sangat tinggi. Dalam pelrkelmbangannya, pelrsoalan pelnganiayaan tidaklah 

belrsifat pelrsonal dan belrdiri selndiri, mellainkan melrulpakan masalah sosial yang melmpulnyai 

banyak aspelk dan faktor yang mellingku lpinya.  

Istilah anak dalam kelhidulpan selhari hari masih telrdapat kelranculan, selbelnarnya 

pelrbeldaan istilah dan pelngelrtian ini tidaklah melnjadi sulatul hal yang sangat prinsipil.Selpelrti 

halnya pelngelrtian anak melnulrult Kamuls Ulmulm Belsar Bahasa Indonelsia adalah anak 

melngandulng arti keltulrulnan keldula. Ulntulk mellakulkan pelrlindulngan telrhadap anak, maka pelrlul 

dikeltahuli selcara pelrsis siapakah yang telrmasulk golongan anak, dimana pelngelrtian anak dapat 

dilihat dari selgi yulridis dan psikologis. Pelngelrtian anak selcara yu lridis, dapat kita ju lmpai pada 

belbelrapa relgullasi, diantaranya:  



Perlindungan P2TP2A Terhadap Hak Anak Sebagai Korban Penganiayaan Ditinjau Dari 
Prespektif Hak Asasi Manusia 

85     JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS) -  Vol. 3 No. 1 Maret 2024 

1. Pasal 45 Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pidana (KUlHP) : yaitul: “Pelnulntultan 

pidana dapat dilakulkan telrhadap selselorang yang bellulmdelwasa ataul selbellulm ulsia 

16 (elnam bellas) tahu ln jika mellakulkan sulatul tindak pidana” 

2. Pasal 330 Kitab Ulndang-ulndang Hulkulm Pe lrdata (KUlHPelrdata), yaitul: “orang yang 

bellulm delwasa adalah melrelka yang bellulm melncapai ulmulr gelnap 21 (du la pullulh satul) 

tahuln dan tidak lelbih dahullul kawin”. Batas ulsia anak yaitul bellulm belrulmulr 21 tahuln. 

Diselbultkan bulkan pelngelrtian anak akan teltapi ulkulran keldelwasaan selselorang”.  

3. Pasal 1 ayat (2) Ulndang-ulndang Nomor 4 Tahuln 1979 telntang Kelseljahtelraan Anak, 

melnye lbultkan bahwa: “anak adalah selselorang yang bellulm melncapai ulmulr 21 (du la 

pullulh satul tahuln dan bellulm pelrnah kawin”.  

4. Pasal 1 angka 1 Ulndang-Ulndang Nomor 35 Tahuln 2014 telntang Pelrulbahan Atas 

Ulndang-Ulndang Nomor 23 Tahuln 2002 telntang Pelrlindulngan Anak melnye lbultkan 

bahwa: “Anak adalah selselorang yang bellulm belrulsia 18 (dellapan bellas) tahu ln, 

telrmasulk anak yang ada dalam kandulngan”.  

5. Pasal 1 angka 4 Ulndang-ulndang Nomor 11 Tahuln 2012 telntang Sistelm Pelradilan 

Pidana, Anak (korban) adalah anak yang bellulm belrulmulr 18 (dellapan bellas) tahuln 

yang melngalami pelndelritaan fisik, melntal, dan/ataul kelrulgian elkonomi yang 

diselbabkan olelh tindak pidana.  

6. Pasal 1 ayat (5) Ulndang-ulndang Nomor 39 Tahuln 1999 telntang Hak Asasi Manulsia 

(HAM) melnye lbultkan bahwa: “Anak adalah seltiap yang belrulsia 18 (dellapan bellas) 

tahuln dan bellulm melnikah, telrmasulk anak yang masih dalam kandu lngan apabila hal 

telrselbult adalah delmi kelpelntingan”  

7. Pasal 1 Konvelnsi Hak-Hak Anak melnyatakan bahwa: “Anak adalah seltiap manulsia 

yang belrulsia di bawah 18 (dellapan bellas) tahu ln, kelculali belrdasarkan yang belrlaku l 

bagi anak telrselbult dite lntulkan bahwa ulsia anak dicapai lelbih awal”.  

8. Pasal 1 angka 13 Ulndang-ulndang Nomor 13 Tahuln 2003 telntang Keltelnagakelrjaan 

melnye lbultkan bahwa: “Anak adalah seltiap orang yang belrulmulr di bawah 18 

(dellapan bellas tahuln). 

Selmelntara pelngelrtian anak bila ditinjaul dari selgi psikologi dapat dikelmulkakan 

pelndapat dari para sarjana, antara lain selbagai belrikult: 

1. Yullia D. Gulnarso, yang melnjellaskan dalam melngelmulkakan pelndapatnya telntang 

batas u lsia anak, relmaja dan delwasa, belrtitik tolak pada batas ulsia relmaja yang 

dinyatakan bahwa: “Relmaja me lrulpakan masa pelralihan antara masa anak dan masa 

delwasa yakni antara 12 (du la bellas) sampai delngan 21 (dula pullulh satul) tahuln”.  
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2. Zakiah Daradjat, melmbelrikan pelndapatnya melngelnai batas ulsia anak-anak, relmaja 

dan delwasa delngan melndasarkan pada ulsia relmaja, delngan melnyatakan bahwa: 

“Masa 9 tahuln,antara 13 tahuln dan 21 tahuln selbagai masa relmaja, me lrulpakan masa 

pelralihan antara masa anak-anak dan delwasa, dimana anak-anak melngalami 

pelrtulmbulhan yang celpat diselgala bidang dan melrelka bellulm lagi anak-anak baik 

belntulk badan, sikap, cara belrpikir dan belrtindak, teltapi bulkan pulla orang delwasa”.  

Pelnganiayaan selksulal melrulpakan istilah yang melnulnjulk pada pelrilakul selksulal delviatif 

ataul hulbulngan selksulal yang melnyimpang, melrulgikan pihak anak selbagai korban dan melrulsak 

keldamaian ditelngah masyarakat. Adanya pelnganiayaan selksulal yang telrjadi, maka pelndelritaan 

dari korbannya tellah melnjadi akibat se lriuls yang melmbultulhkan pelrhatian Hasil pelnellitian 

melnulnjulkkan bahwa antara pellakul delngan korban telrdapat hulbulgan sulgnifikan.  

Artinya, hu lbulngan antara korban delngan pellakul lelbih banyak selbagai bangulnan 

hulbulngan yang culkulp delkat. Keldelkatan hu lbulngan dapat melnjadi melmpelngarulhi fakor yang 

telrjadinya culkulp keljahatan pelrkosaan.  

Disaat intelraksi pellakul delngan korban delmikian delkat, pihak pelrelmpulan kelhilangan 

kontrol ataul daya pelngawasan ulntulk melmbelntelngi diri, seldangkan pihak pellakul.  

Melnulrult Komisi Nasional Hak Asasi Manulsia (Komnas) Pelrelmpulan jelnis 

pelnganiayaan selksulal telrhadap pelrelmpulan dan anak yang ditelmulkan dari hasil pelmantaulannya 

sellama 15 tahu ln dari tahuln 1998 sampai delngan tahuln 2013, yaitu l:  

1. Pelrkosaan adalah selbagai selrangan dalam belntulk pelmaksaan hulbulngan selksulal. 

Dalam selrangan selksulal itul ada ulpaya paksa, pelnganiayaan, telkanan psikologis, 

pelnyalahgulnaan kelkulasaan, ataul melngambil kelselmpatan dari lingkulngan yang 

pelnulh paksaan. Pe lncabullan adalah istilah lain dari pelrkosaan yang dikelnal dalam 

siste lm hulkulm Indonelsia dan dilakulkan telrhadap anak dibawah ulsia 18 tahuln.   

2. Pelrcobaan Pelrkosaan adalah tindakan yang me lnyelrang selksulalitas u lntulk 

melnimbu llkan rasa takult ataul pelndelritaan psikis pada korban. Bisa disampaikan 

langsulng ataul mellaluli pelsan singkat. Ancaman atau l pelrcobaan pelrkosaan te lrmasulk 

katelgori ini.   

3. Pellelcelhan Selksulal adalah tindakan selksulal lelwat selntulhan fisik ataul nonfisik 

delngan sasaran organ selksulal korban. Selpelrti siu llan, main mata, ulcapan belrnulansa 

selksulal, dan me lnulnjulkkan matelri pornografi kel dalam katelgori ini   

4. Elksploitasi Selksulal;   

5. Pelrdagangan Pelrelmpulan ulntulk Tuljulan Selksulal;   

6. Prostitulsi Paksa;   
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7. Pelrbuldakan Se lksulal;  

8. Pelmaksaan pelrkawinan, telrmasulk celrai gantulng;   

9. Pelmaksaan Kelhamilan;  

10. Pelmaksaan Aborsi;   

11. Pelmaksaan kontraselpsi dan stelrilisasi;  

12. Pelnyiksaan Selksulal;   

13. Pelnghulkulman tidak danbelrnulansa selksulal;  manulsiawi  

14. Praktik tradisi belrnulansa selksulal yang me lmbahayakan ataul melndiskriminasi 

pelrelmpulan;  

15. Kontrol selksulal, telrmasulk lelwat atulran diskriminatif belralasan moralitas dan 

agama.  

Belrdasarkan hasil pelnellitian yang pelnullis laku lkan belrkaitan delngan melkanisme l 

pellaporan anak korban pelnganiayaan kelpada Pulsat Pellayanan Telrpadu l Pelmbelrdayaan 

Pelrelmpulan dan Anak (P2TP2A) selbagai ulpaya pelrlindu lngan akan hak-hak anak di Kabulpate ln 

Gorontalo dipelrolelh pelnjellasan selbagai belrikult:  

“Pulsat Pellayanan Telrpadu l Pelmbelrdayaan Pe lrelmpulan dan Anak (P2TP2A) Kabu lpateln 

Gorontalo selbagai lelmbaga yang belrfulngsi u lntulk mellindu lngi kelpelntingan pelrelmpulan 

dan anak dari tindak pidana ataulpuln pelnganiayaan, me lmpulnyai Standar Pellayanan 

Pu lblik (SPP) Pelrlindulngan Pelrelmpulan dan Anak Korban Pelnganiayaan selbagai dasar 

ulntulk melmbelrikan pellayanan pelngadulan dan ruljulkan pelrelmpulan dan anak korban 

pelnganiayaan”.  

Adapu ln melkanismel pelnanganan pellaporan dan ataul pelngadulan belrdasarkan Standar 

Opelrational Proeldulrel (SOP) Pu lsat Pellayanan Telrpadu l Pelmbelrdayaan Pe lrelmpulan dan Anak 

(P2TP2A) Kabu lpateln Gorontalo dapat dilakulkan delngan cara:  

1. Pellapor mellapor selcara langsulng;  

2. Pellapor mellapor mellaluli tellelfon;  

3. Pellapor mellapor mellaluli su lrat;  

4. Pellapor diruljulk olelh lelmbaga-lelmbaga,masyarakat ataulpuln meldia massa; 

5. Pellapor datang delngan cara dijangkaul olelh peltulgas. 

Kasu ls yang pelnullis telliti adalah tindak pidana pelnganiayaan yang telrjadi pada anak 

dimana pada proselsnya orang tu la korban tellah mellaporkan pelristiwa ini pada Pu lsat Pellayanan 

Telrpadu l Pelmbelrdayaan Pe lrelmpulan dan Anak (P2TP2A) Kabulpateln Gorontalo dan kelmuldian 

ditindaklanju lti mellaluli prosels hulkulm belrulpa pellaporan kel Polrels Limboto”. 
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Pu lsat Pellayanan Telrpadu l Pelmbelrdayaan Pe lrelmpulan dan Anak (P2TP2A) Kabu lpateln 

Gorontalo tellah melnelrima pellaporan dari orang tula korban. Orang tu la korban datang selcara 

langsulng mellaporkan pelristiwa yang dialami anaknya yang melngalami tindak pidana 

pelnganiayaan. Se llanjultnya laporan dan pelngadulan yang tellah ditelrima olelh Peltulgas Pulsat 

Pellayanan Telrpadu l Pelmbelrdayaan Pe lrelmpulan dan Anak (P2TP2A) Kabu lpateln Gorontalo 

ulntulkditindaklanju lti”.  

Tahap sellanjultnya seltellah selmula melkanismel selbagaimana yang tellah dijellaskan di atas 

dilaksanakan, maka telrhadap sellulrulh dokulmeln yang ada dilakulkan pelncatatan dan pellaporan 

kasuls, yang tu ljulannya adalah sellain ulntulk kelpelntingan pelnanganan kasu ls, data kasuls yang 

lelngkap sangat dipelntingkan ulntulk kelbultulhan analisis kasuls dan advokasi. 

Belrdasarkan hasil wawancara yang dilakulkan pelnullis belrsama staf staf Pu lsat Pellayanan 

Telrpadu l Pelmbelrdayaan Pe lrelmpulan dan Anak (P2TP2A) Kabulpateln Gorontalo. bahwa:  

“seltiap kasuls yang dilaporkan kel kami baik ulntulk tindak pidana yang korbannya 

pelrelmpulan dan anak, selgala selsulatul kami awali delngan prosels pelncatatan yang 

biasanya telrdiri atas : idelntitas korban mullai dari nama lelngkap, jelnis kellaminnya, 

ulsianya belrapa, korban belrtelmpat tinggal dimana, pelndidikannya apa dan melmiliki 

pelkelrjaan apa. Kelmuldian kami lanju ltkan delngan pelrtanyaan telrkait hulbulngan antara 

korban dan pellakul dan kronologis pelrsitiwa tindak pidana itul telrjadi, telrmasu lk waktu l 

dan tanggal keljadian, jelnis pelnganiayaan dan narasi keljadian. Tahap sellanjultnya kami 

belrikan nomor relgistrasi te lrmasulk didalamnya keltelrangan kasuls/ruljulkan. Namuln yang 

pelrlul kami garis bawahi, bahwa pelncatatan kasuls seldapat mu lngkin tidak kami lakulkan 

selcara belrullang-ullang, hal ini dilakulkan agar korban tidak melrasa telrtelkan selcara 

psikologis. Olelh selbab itul, bila ada ruljulkan, data korban ju lga haruls diselrtakan”. 

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpullkan bahwa Pelncatatan kasuls ini seltidaknya 

mellipu lti: idelntitas korban (nama, jelnis kellamin, ulsia, alamat, pelndidikan, pelkelrjaan), idelntitas 

pellakul (nama, jelnis kellamin, ulsia, alamat, pelndidikan, pelkelrjaan), hulbulngan antara korban dan 

pellakul dan telmpat keljadian, waktul/tanggal keljadian, je lnis pelnganiayaan dan narasi keljadian, 

nomor relgistrasi, keltelrangan kasuls/ruljulkan. Pelncatatan kasuls seldapat mu lngkin tidak dilakulkan 

selcara belrullang yang dapat melnyelbabkan korban melrasa telrtelkan, karelnanya bila ada ruljulkan, 

data korban julga haruls diselrtakan. 

4.1.2 Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) Dalam Upaya Melindungi Anak Korban penganiayaan  

Belrdasarkan hasil pelnellitian yang pelnullis laku lkan dipelrolelh pelnjellasan bahwa pelran 

Pu lsat Pellayanan Telrpadu l Pelmbelrdayaan Pe lrelmpulan dan Anak (P2TP2A) dalam ulpaya 
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mellindu lngi anak korban pelnganiayaan belrulpa tindak pidana pelnganiayaan di Kabu lateln 

Gorontalo paling tidak telrdiri dari 4 (elmpat) aspelk pelranannya, yakni:  

1. Pelranan dari Aspelk Yulridis Dari aspelk yulridis adalah melmfasilitasi delngan 

melnye ldiakan lawye lr (pelnaaselhat hulkulm) selbagai pelndampingan bagi korban, baik 

dalam prosels hulkulm maulpuln di lu lar prosels hulkulm, yang tuljulannya tidak lain adalah 

ulntulk melmelbrikan prosels pelmbellaan atas kelpelntingan hulkulm bagi korban. 

2. Pelranan dari Aspelk Psikologis Dari aspelk psikologis belrtuljulan ulntulk melncelgah dan 

melmbantul korban selhingga tidak melngalami pelnyimpangan pelrilakul akibat traulma 

misal delprelsi, traulma, pelmulrulng,tidak maul belrgaull delngan telman selbaya, selhingga 

dilakulkan obselrvasi psikologi.  

3. Pelranan dari Aspelk Meldis Dari aspelk meldis barul dilakulkan apabila ada pelngadulan 

dari korban. Aspelk meldis kadang dilakulkan delngan visulm ulntulk melngeltahuli rulsak 

ataul tidaknya alat vital korban, hasil visulm dari rulmah sakit digulnakan selbagai alat 

bulkti ole lh polisi dalam mellakulkan pelnyidikan. 

4. Pelranan dari Aspelk Pelndampingan Dalam Program Kulratif dan Re lhabilitatif 

Dimana program kinelrja telrselbult khulsuls dibelrikan kelpada anak-anak yang su ldah 

melnjadi korban pelnganiayaan selksulal. Pada inti program ini adalah mellakulkan 

pelndampingan baik selcara morill maulpuln matelriil kelpada anak hingga sang anak 

melndapatkan keladilan dan kelseljahtelraan  selhingga dapat belrdaya di kelmuldian hari 

keltika delwasa. Ultamanya melnyelmbulhkan traulma anak. 

4.1.3 Perlindungan hak anak sebagai korban penganiayaan 

Pada kasuls yang pelnullis telliti, yaitu l tindak pidana pelnganiayaan te lrhadap anak dimana 

Pu lsat Pellayanan Telrpadu l Pelrelmpulan dan Anak (P2TP2A) Kabulpateln Gorontalo dimana ulntulk 

Pelrlindulngan hak anak selbagai korban pelnganiayaan dilakulkan delngan belbelrapa tahapan, 

yakni selbagai belrikult:  

1. Mellaporkan kel Ulnit PPA Satrelskrim Polrels Limboto 

Laporan disampaikan selcara telrtullis olelh P2TP2A dan dilakulkan pelndampingan 

selkaliguls pelrmintaan ulntulk mellindulngi korban. Sellanjultnya laporan telrselbult dibelri 

relgistelr laporan Modell A delngan Laporan Polisi dan dilakulkan prosels pelnyidikan 

dan pellimpahan pelrkara kel Keljaksaan Nelgelri Limboto. Pada saat belrlangsu lngnya 

pelnyidikan, telrhadap telrsangka tidak dilakulkan pelnahanan. 

Belrdasarkan pelnjellasan di atas, dapat pelnullis kelmulkakan bahwa faktor pelnghambat 

pelrlindulngan hak anak selbagai korban pelnganiayaan olelh Pu lsat Pellayanan Telrpadu l 

Pelmbelrdayaan Pe lrelmpulan dan Anak (P2TP2A) Kabulpateln Gorontalo telrdiri atas 2 (dula), 
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yaitu l: (1) kelndala intelrnal, mellipu lti su lmbelr dana, su lmbelr daya manulsia, bellulm telrseldianya 

konsellor dan pelndamping hulkulm, (2) kelndala elkstelrnal, mellipu lti: masyarakat yang kulrang 

melmahami pelntingnya pelrlindulngan hak-hak anak, sikap dari korban dan kellularga korban, 

pelrselpsi dari kellularga korban. Adapuln ulpaya ulntulk melngatasinya adalah: (1) telrhadap kelndala 

intelrnal, u lpaya yang dilakulkan delngan cara melnjalin kelrjasama ulntulk melndapatkan 

pelmbiayaan dari paradonator, melminta bantu lan pelrsonil tambahan dan melngirimkan pelrsonil 

P2TP2A ulntulk melngikulti pelndidikan dan pellatihan di bidang pelrlindulngan anak, melrelkru lt 

selbagai pelrsonil teltap Psikholog dan Advokat yang ada di Kabulpoateln Gorontalo, (2) telrhadap 

kelndala elkstelrnal u lpaya yang dilakulkan delngan cara mellakulkan sosialisasi dan pelnyelbaran 

lelaflelt dan stikelr, Peltulgas melnelmuli langsulng korbandan kellularga korban ulntulk melmbelrikan 

pelmahaman melngelnai prinsip pelrlindulngan telrhadap anak, melmbelrikan layanan advokasi dan 

pelndampingan kelpada. 

4.1.4 Akses Keadilan terhadap perlindungan hak anak sebagai korban penganiayaan 

Perkembangan   zaman   yang   semakin   modern   membutuhkan   peratuan   yang   

sesuai   dengan perkembangan  zaman  pula.  Sebagaimana  pemerintah  Indonesia  sampai  

saat  ini  telah  berusaha  melaksanakan pembangunan dibeberapa bidang. Pembangunan 

tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja namun juga dari segi kehidupan seperti 

meningkatkan keamanan warga masyarakat. 

Seltiap warga Nelgara, tak telrkelculali anak, belrhak melndapatkan rasa aman dan belbas 

dari selgala belntulk pelnganiayaan selsulai delngan falsafah Pancasila dan Ulndang-Ulndang Dasar 

Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahu ln 1945. Selgala belntulk pelnganiayaanme lrulpakan pellanggaran 

hak asasi manulsia dan keljahatan telrhadap martabat kelmanulsiaan selrta belntulk diskriminasi 

yang haruls dihapuls olelh Nelgara. Korban pelnganiayaan yang kelbanyakan adalah pelrelmpulan 

dan anak, haru ls melndapat pelrlindulngan dan pelmullihan dari Nelgara, telrmasulk agar korban 

pullih dari pelnganiayaan yang dialaminya. Ulpaya telrselbult melrulpakan pelmelnulhan kelwajiban 

Nelgara dan selbagai jaminan agar korban te lrbelbas dari selgala belntulk pelnganiayaan . Sellain itu l, 

pellakul pelnganiayaan haru ls ditindak seltimpal delngan tindak pidana yang dilakulkannya dan 

dijatu lhi kelwajiban yang belrorielntasi ulntulk melncelgah pelngullangan tindak pidana dan 

melmullihkan korbannya. 

Pelnganiayaan telrjadi selcara belrullang dan te lruls melnelruls, namuln tidak banyak 

masyarakat yang melmahami dan pelka telntang pelrsoalan ini. Pe lnganiayaan te lrhadap anak 

selringkali dianggap selbagai keljahatan selmata. Padahal fakta melnulnjulkkan bahwa dampak 

pelnganiayaan te lrhadap korban sangat selriuls dan traulmatic selrta mulngkin belrlangsulng selulmu lr 
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hidulp. Bahkan di belbelrapa kasuls, pelnganiayaan dapat melndorong korban mellakulkan bulnulh 

diri. 

Kaitannya telrhadap aksels keladilan telrhadap pelrlindulngan hak anak selbagai korban 

pelnganiayaan paling tidak ada tiga aspelk yang haruls dipelrhatikan dalam melmahaminya, yaitu l 

aspelk sulbstansi, strulktulr, dan bu ldaya hulkulm. Dalam Sistelm Pelradilan Pidana Telrpadu l, jaksa 

melmelgang pelran pelnting u lntulk melngawal dan melmastikan pelmelnulhan aksels keladilan bagi 

Pelrelmpulan dan Anak. 

Pelmelnulhan aksels keladilan bagi Pe lrelmpulan dan Anak dalam pelnanganan Pelrkara 

Pidana tellah melnjadi kelbultulhan hulkulm di masyarakat, gulna mellindu lngi kelpelntingan dan hak 

Pelrelmpulan dan Anak keltika belrhadapan delngan hulkulm. Dan hal ini te lntulnya dilakulkan selcara 

proporsional delngan melmpelrhatikan pelran dan kelduldulkannya dalam pelrkara pidana, asas 

nondiskriminasi, asas pelrlindulngan, pelrkelmbangan tindak pidana dan hu lkulm acara pidana, 

telrmasulk pelnyalahgu lnaan ataulpuln pelmanfaatan telknologi informasi, konvelnsi intelrnasional, 

selrta aspelk hulkulm lain selsulai delngan keltelntulan pelratu lran pelrulndang-ulndangan. 

Kelpala Dinas Pelmbelrdayaan Pelrelmpulan dan Pe lrlindu lngan Anak yang diwawancarai 

pelnelliti melnjellaskan bahwa ulntulk melnjawab tu lntultan UlUl No 12 tahu ln 2023 telntang tindak 

pidana pelnganiayaan yang melnulntult layanan telrkoordinasi, te lrintelgrasi dan lintas fulngsi bagi 

selmula pihak, baik lelmbaga pelnelgak hulkulm, lelmbaga masyarakat, UlPTD PPA ulntulk 

melnangani, me llindu lngi dan melmbelrikan layanan kelpada pelrelmpulan dan anak yang melnjadi 

korban. 

4.1.5 Pencegahan dan Edukasi terhadap perlindungan hak anak sebagai korban 

penganiayaan  

Pelngarulh globalisasi jika tidak diantisipasi delngan Pelndidikan belrulpa Pelndidikan 

agama, Pelndidikan buldaya dan Pe lndidikan kelbangsaan akan melmbelrikan dampak yang kulrang 

baik bagi gelnelrasi pelnelruls bangsa. Disinilah pelrlul dan pelntingnya pelran orang tula, pelndidik, 

masyarakat dan bahkan pelmelrintah ulntulk melmbelrikan eldulkasi yang baik telrhadap pelristiwa-

pelristiwa  yang  dialami  anak selbagai korban  pelnganiayaan . Se lhingga ada elfelk jelra bagi para 

pellakul telrhadap apa yang dipelrbulatnya. Karelna, jika selorang  manulsia  suldah  melngalami  

traulma  dan  keltakultan  sangat  rawan  ulntulk mellanju ltkan hidulpnya jika tidak didampingi dan 

bahkan dilindulngi olelh selgelnap ellelmeln (orang tu la, pelndidik, masyarakat dan pelmelrintah). 

4.2 Faktor penghambat perlindungan hak anak sebagai korban penganiayaan   

4.2.1 Kendala dan Tantangan 
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Pu lsat Pellayanan Telrpadu l Pelmbelrdayaan Pe lrelmpulan dan Anak (P2TP2A) Kabu lpateln 

Gorontalo dalam me lnjalankan u lpaya mellindu lngi anak korban tindak pidana pelnganiayaan di 

Kabu lpateln Gorontalo, telrdapat kelndala-kelndala yang ditelmuli.  

Belrdasarkan hasil pelnellitian yang pelnullis laku lkan dipelrolelh pelnjellasan bahwa ada 2 

(dula) kelndala, yaitu l pelrtama, kelndala intelrnal, adalah kelndala yang belrasal dari dalam institulsi 

P2TP2A Kabulpateln Gorontalo dan keldula, kelndala elkstelrnal, adalah kelndala yang belrasal dari 

lular institu lsi P2TP2A Kabulpateln Gorontalo. 

Kelndala intelrnal yang ditelmuli P2TP2A Kabu lpateln Gorontalo dalam u lpaya 

melmbelrikan pelrlindulngan kelpada anak korban tindak pidana pelnganiayaan antara lain:  

1. Su lmbelr Dana; 

Telrkait sulmbelr dana ini, pelnullis melmpelrolelh informasi belrdasarkan hasil 

wawancara dimana P2TP2A Kabulpateln Gorontalo tidak melmiliki sulmbelr dana 

yang culkulp, selhingga dibultulhkan ikhtiar dan kelrja sama selmula pihak ulntulk 

melndatangkan sulmbelr pelndanaan baik yang belrasal dari APBN maulpuln anggaran 

yang belrsulmbelr dari APBD Kabu lpateln Gorontalo.  

Belrikult peltikan wawncara : 

“Hingga saat ini P2TP2A Kabulpateln Gorontalo tidak melmiliki sulmbelr anggaran 

yang bisa melmaksimalkan pelran-pelran P2TP2A dalam melnangani kasuls 

pelnganiayaan baik yang dialami olelh pelrelmpauln dan anak di Kabulpateln Gorontalo. 

Selhingga delngan kondisi ini, harapan kami ada kelrja sama selmula pihak u lntulk 

melmpelrjulangkan anggaran baik yang belrsulmbelr dari APBN maulpuln APBD 

Kabu lpateln Gorontalo, selbab lelmbaga ini melnjadi salah satul pintul masulk bagi 

pelrelmpulan dan anak me lndapatkan pelrlindulngan hulkulm keltika melrelka melngalami 

pelnganiayaan ataul tindak pidana.” 

2. Su lmbelr Daya Manulsia; 

Faktor sulmbelr daya manulsia julga melnjadi hal pelnting disamping keltelrseldiaan 

sulmbelr pelndanaan agar kelrja-kelrja P2TP2A dalam melnangani kasuls pelnganiayaan 

baik yang dialami olelh pelrelmpulan dan anak di Kabulpateln Gorontalo bisa elfelktif 

belrjalan. Saat ini jellas adanya keltelrbatasan Sulmbelr Daya Manulsia selhingga 

dibultulhkan kulalifikasi Sulmbelr Daya Manulsia yang melmiliki kelahlian pada 

aktifitas P2TP2A di Kabu lpateln Gorontalo.  

3. Bellulm Telrseldianya Konsellor dan Pelndamping Hulkulm 

Konsellor ataul Konselling melnulrult Prayitno adalah “prosels pelmbelrian bantu lan 

yangdilakulkan mellaluli wawancara konselling ole lh selorang ahli (diselbult konsellor) 
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kelpada individul yang seldang melngalami selsulatul masalah (diselbult klie ln) yang 

belrmulara pada telratasinya masalah yang di hadapi olelh klieln”. 

Seldangkan melnulrult Milton El. Hahn me lngatakan bahwa konselling adalah “sulatul 

prosels yang telrjadi dalam hulbulngan selorang delngan selorang yaitu l individul yang 

melngalami masalah yang tak dapat diatasainya, delngan selorang peltulgas 

profelssional yang tellah melmpelrolelh latihan dan pelngalaman ulntulk melmbantul agar 

klieln mampul melmelcahkan kelsullitannya”. 

Karelna pelntingnya konselling di atas, maka anak yang melnjadi korban 

pelnganiayaan diharapkan tidak melngalami traulma baik fisik maulpuln psikisnya. 

Anak yang melngalami pelnganiayaan dimasa lalulnya akan belrpotelnsi ulntulk 

mellakulkann tindak pelnganiayaan keltika melrelka delwasa. Olelh karelna itul anak yang 

melnjadi korban pelnganiayaan pelrlul melndapatkan pelrhatian khulsuls dan pelnanganan 

selcara khulsuls yang mellibatkan orang tu la, kellularga, pelmelrintah, dan pelran selrta 

masyarakat. 

Adapu ln kelndala elkstelrnal yang ditelmuli P2TP2A Kabu lpateln Gorontalo dalam u lpaya 

melmbelrikan pelrlindulngan kelpada anak korban anak tindak pidana pelnganiayaan antara lain:  

1. Adanya masyarakat yang kulrang melngelrti dan melmahami telntang pelntingnya 

pelrlindulngan hak-hak anak; 

2. Adanya sikap yang datang dari korban dan kellularga korban yang mellipu lti:  

a. Korban ataul kellularga korban tidak telrbulka dalam keltelrangan.  

b. Korban ataul melmbelrikan kellularga korban belrtindak di lular pelrtimbangan dan 

izin P2TP2A.  

c. Korban ataul kellularga korban tidak proaktif 

d. Korban ataul kellularga korban tidak konselkuleln delngan kelpultulsan yang diambil.  

e. Korban yang tiba-tiba melnghilang tanpa kabar yang je llas.  

3. Adanya pelrselpsi dari kellularga korban bahwa apabila pelrkara pelncabullan yang 

melnimpa kellularganya dikelahuli banyak orang dianggap selbagai aib kellularga.  

Ulntulk melngatasi kelndala-kelndala selbagaimana telrselbult di atas belrdasarkan hasil 

pelnellitian yang pelnullis laku lkan dipelrolelh pelnjellasan bahwa ulpaya yang dilakulkan Pulsat 

Pellayanan Telrpadu l Pelmbelrdayaan Pe lrelmpulan dan Anak (P2TP2A) di Kabulpateln Gorontalo 

dalam me lngatasi kelndala-kelndala yang dihadapi dalam melmbelrikan pelrlindulngan telrhadap 

anak korban tindak pelnganiayaan antara lain: 

1. Telrhadap Kelndala Inte lrnal 

a. Keltelrbatasan Su lmbelr Dana 
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Delngan melmanfaatkan dana opelrasional sellain dari Anggaran Pe lndapatan dan Be llanja 

Daelrah (APBD) Kabu lpateln Gorontalo. Sellain itu l P2TP2A Kabu lpateln Gorontalo 

belrulpaya mellakulkan langkah-langkah delngan melnjalin kelrja sama ulntulk melndapatkan 

pelmbiayaan dari para donatulr diantaranya, P2TP2A Kabulpateln Gorontalo pelrnah 

melminta bantu lan dari Bazis dan Kelmelnag, Kelmelntelrian Pelmbelrdayaan 

Pelrelmpulan,Pelmelrintah Provinsi Gorontalo, selrta donatulr lelmbaga ataul pelrorangan 

lainya.  

b. Keltelrbatasan Su lmbelr Daya Manu lsia  

Delngan cara melminta bantulan pelrsonil tambahan dan melngirimkan pelrsonil P2TP2A 

ulntulk melngikulti pelndidikan dan pellatihan di bidang pelrlindulngan anak. Dalam hal 

pelrelkrultan pelrsonil tambahan P2TP2A Kabulpateln Gorontalo belkelrjasama delngan 

Dinas Sosial Kabulpateln Gorontalo delngan melmpelrbantu lkan sulmbelr daya manulsia 

yang belrkompelteln yang ada dari Dinas Sosial Kabulpateln Gorontalotelrselbult, selhingga 

diharapkan bisa melnjadi pelrsonil yang melmang belnar-belnar telrlatih dan profelsional 

dalam me llaksanakan tulgasnya.  

c. Bellulm Telrseldianya Konsellor dan  

Pelndamping Hulkulm Delngan cara melrelkrult selbagai pelrsonil teltap Psikholog dan 

Advokat yang ada di Kabulpateln Gorontalo. Delngan adanya psikholog dan advokat 

yang dimiliki telrselbult maka diharapkan pelran selbagai pelndamping dan pelnelgakan 

hulkulm akan te lrcapai optimal.  

2. Telrhadap Kelndala E lkstelrnal  

a. Adanya masyarakat yang kulrang melngelrti dan melmahami telntang pelntingnya 

pelrlindulngan hak-hak anak. Mellakulkan kelgiatan sosialisasi. Sosialisasi melrulpakan 

kelgiatan yang dilaku lkan delngan tuljulan agarmasyarakat melngeltahuli haruls kelmana 

apabila telrjadi kasu ls pelnganiayaan. Sosialisasi yang dibelrikan olelh peltulgas P2TP2A 

Kabu lpateln Gorontalo belrisi melngelnai kelbelradaan lelmbaga telrselbult, melngelnai 

pelnganiayaan dan cara pelncelgahannya.  

Sosialisasi dibelrikan kelpada masyarakat di lingkulngan telmpat tinggal korban dan 

pellakul selrta masyarakat di lingkulngan telmpat tinggal korban dan pellakul. Sellain itul 

sosialisasi julga dilakulkan di selkolah dimana korban maulpuln pellakul belrselkolah. 

Sosialisasi dilakulkan delngan belkelrjasama delngan Lelmbaga Pelrlindulngan Anak di 

Kabu lpateln Gorontalo. Sellain itu l julga P2TP2A Kabu lpateln Gorontalo melmbagikan 

sellelbaran (lelaflelt) dan stikelr.  

b. Adanya sikap yang datang dari korban dan kellularga korban  
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Melmbelri masulkan kelpadakorban ataul kellularga korban. Sellain itu l ulntulk melmbelrikan 

pelmahaman kelpada korban dan kellularga korban, Peltulgas P2TP2A Kabulpateln 

Gorontalo selringkali melnelmuli langsulng para korban dan kellularga korban, melmbelrikan 

pelmahaman melngelnai pelnelrapan prinsip pelrlindulngan telrhadap anak, prinsip 

nondiskriminasi, prinsip yang telrbaik bagi anak, prinsip hak hidulp, kellangsulngan hidulp 

dan pelrkelmbangan anak, dan prinsip me lnghargai pandangan anak.  

c. Adanya pelrselpsi dari kellularga korban  

Bahwa apabila pelrkara pelncabullan yang melnimpa kellularganya dikelahuli banyak orang 

dianggap selbagai aib kellularga melmbelrikan layanan advokasi dan pelndampingan 

kelpada korban dan kellularga korban selrta melmbelrikan pelmahaman kelpada kellularga 

korban bahwa apa yang melnjadi hak-hak anak akan te ltap telrjaga dan telrlindulngi karelna 

suldah dijamin dan diatulr olelh ulndang-ulndang. 

Belrdasarkan pelnjellasan di atas, maka faktor-faktor pelnghambat te lrhadap pelrlindulngan 

hak anak selbagai korban pelnganiayaan di Pulsat Pellayanan Telrpadu l Pelmbelrdayaan Pelrelmpulan 

dan Anak (P2TP2A) Kabulpateln Gorontalo telrdiri atas 2 (du la), yaitu l: (1) kelndala intelrnal, 

mellipu lti sulmbelr dana, sulmbelr daya manulsia, bellulm telrseldianya konsellor dan pelndamping 

hulkulm, (2) kelndala elkstelrnal, mellipu lti: masyarakat yang kulrang melmahami pelntingnya 

pelrlindulngan hak-hak anak, sikap dari korban dan kellularga korban, pelrselpsi dari kellularga 

korban. Adapuln ulpaya ulntulk melngatasinya adalah: (1) telrhadap kelndala inte lrnal, u lpaya yang 

dilakulkan delngan cara melnjalin kelrjasama ulntulk melndapatkan pelmbiayaan dari paradonator, 

melminta bantu lan pelrsonil tambahan dan melngirimkan pelrsonil P2TP2A ulntulk melngikulti 

pelndidikan dan pellatihan di bidang pelrlindulngan anak, melrelkrult selbagai pelrsonil teltap 

Psikholog dan Advokat yang ada di Kabu lpoateln Gorontalo, (2) telrhadap kelndala elkstelrnal 

ulpaya yang dilakulkan delngan cara mellakulkan sosialisasi dan pelnyelbaran lelaflelt dan stikelr, 

Peltulgas melnelmuli langsulng korbandan kellularga korban ulntulk melmbelrikan pelmahaman 

melngelnai prinsip pelrlindulngan telrhadap anak, melmbelrikan layanan advokasi dan 

pelndampingan kelpada. 

4.2.2 Peran Masyarakat 

Masyarakat melrulpakan mahlu lk sosial (zoon politicon) yang saling belrkeltelrgantulngan 

satul sama lain, belgitu l puln halnya dalam tinda pidana . Dalam hal keljahatan telrhadap anak 

melrulpakan keljahatan yang selring telrjadi namu ln banyak yang tidak telrpulblikasi kelpulblik. 

Hulkulm pada dasarnya adalah alat ulntulk melnciptakan keltelrtiban dalam masyarakat. Mayarakat 

dalam su latul nelgara pelrlul dibelri rambul-rambu l, tidak saja telntang bagaimana cara belrintelraksi 
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antara selsama manulsia dalam kellompok masyarakat, teltapi julga antara manulsia delngan sulmbelr 

daya alam yang ada dalam pelngulasaan nelgara, dalam melmelnulhi kelbultulhan hidulpnya. 

Disini pelnelliti melnyatakan bahwa keljahatan telrhadap anak melmelrlulkan pelranan 

pelnting dari masyarakat delngan melnggulnakan telori kontrol sosial. Telori kontrol ataul control 

thelory melruljulk kelpada seltiap pelrspelktif yang melmbahas ihwal pelngelndalian tingkah laku l 

manulsia, Obye lk (sasaran) pelngelndalian sosial, adalah pelrilakul masyarakat itu l selndiri. Tuljulan 

pelngawasan adalah sulpaya kelhidulpan masyarakat dapat belrlangsulng melnulrult pola-pola dan 

kidah-kaidah yang te llah diselpakati belrsama. Delngan delmikian, pelngelndalian sosial mellipu lti 

prosels sosial yang direlncanakan maulpuln tidak direlncanakan (spontan) ulntulk melngarahkan 

selselorang. 

Masyarakat akan me lnjadi pelka apabila dilakulkan pelndelkatan sosial dan pelrlulnya 

eldulkasi telrhadap dampak keljahatan telrhadap anak ini sulpaya telrcipta masyarakat sadar hulkulm. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Belrdasarkan hasil pelnellitian dan pelmbahasan telrselbult di atas, maka dapat pelnelliti 

simpullkan: 

1. Bahwa Pe lrlindulngan P2TP2A telrhadap hak anak selbagai korban pelnganiyaan di tinjaul 

dari pelrspelktif HAM di Kabulpateln Gorontalo dilakulkan mellaluli 5 (lima) melkanismel, 

yaitu l: (1) melkanismel pelnanganan pellaporan dan ataul pelngadulan (2) melkanismel pellayanan 

seltellah adanya pellaporan ataul pelngadulan delngan cara pellayanan advokasi dan ruljulkan 

kelpada korban,(3) melkanismel pelmelriksaan pelrsyaraan administrasi korban dan orang tula 

korban (pellapor/pelngadul), (4) melkanismel pellayanan pelndampingan korban delngan cara 

melruljulk kel rulmah sakit dan melminta visulm elt relpelrtulm, (5) melkanismel pelncatatan dan 

pellaporan kasuls. Pelranan Pulsat Pellayanan Telrpadu l Pelmbelrdayaan Pe lrelmpulan dan Anak 

(P2TP2A) dalam u lpaya mellindu lngi anak korban pelnganiayaan di Kabu lpateln Gorontalo 

ada 4 (elmpat) aspelk, yaitul: (1) pelranan dari aspelk yulridis, (2) pelranan dari aspelk 

psikologis, (3) pelranan dari aspelk meldis, (4) pelranan dari aspelk pelndampingan dalam 

program kulratif dan relhabilitatif.  

2. Bahwa faktor pelnghambat pelrlindulngan hak anak selbagai korban pelnganiayaan ole lh Pu lsat 

Pellayanan Telrpadu l Pelmbelrdayaan Pe lrelmpulan dan Anak (P2TP2A) Kabulpateln Gorontalo 

telrdiri atas 2 (dula), yaitu l: (1) kelndala intelrnal, mellipu lti sulmbelr dana, sulmbelr daya manu lsia, 

bellulm telrseldianya konsellor dan pelndamping hulkulm, (2) kelndala elkstelrnal, mellipu lti: 
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masyarakat yang kulrang melmahami pelntingnya pelrlindulngan hak-hak anak, sikap dari 

korban dan kellularga korban, pelrselpsi dari kellularga korban. Adapuln ulpaya ulntulk 

melngatasinya adalah: (1) telrhadap kelndala intelrnal, ulpaya yang dilakulkan delngan cara 

melnjalin kelrjasama ulntulk melndapatkan pelmbiayaan dari paradonator, melminta bantu lan 

pelrsonil tambahan dan melngirimkan pelrsonil P2TP2A ulntulk melngikulti pelndidikan dan 

pellatihan di bidang pelrlindulngan anak, melrelkrult selbagai pelrsonil teltap Psikholog dan 

Advokat yang ada di Kabu lpoateln Gorontalo, (2) telrhadap kelndala elkstelrnal u lpaya yang 

dilakulkan delngan cara mellakulkan sosialisasi dan pelnye lbaran lelaflelt dan stikelr, Peltulgas 

melnelmuli langsulng korbandan kellularga korban ulntulk melmbelrikan pelmahaman melngelnai 

prinsip pelrlindulngan telrhadap anak, me lmbelrikan layanan advokasi dan pelndampingan 

kelpada. 

 

Saran 

Adapu ln saran yang dapat dibelrikan olelh Pelnelliti pada kelselmpatan ini , adalah selbagai 

belrikult : 

1. Proseldulr melngelnai prosels pelrlindulngan hak anak selbagai korban pelnganiayaan le lbih 

dioptimalkan delngan jalan me llakulkan pelrbaikan diselgala selktor. 

2. Pellaksanaan pelrlindulngan telrhadap anak dirasakan masih ku lrang. Se lharulsnya ulntulk 

melwuljuldkan pelrlindulngan hulkulm yang diharapkan dipelrlulkan koordinasi dari belrbagai 

pihak, baik masyarakat, organisasi sosial, maulpuln pelmelrintah, telrmasu lk didalmnya 

keltelrseldiaan anggaran yang culkulp agar kinelrja (P2TP2A) Kabu lpateln Gorontalo belrjalan 

elfelktif. 
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